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Abstrak

Indonesia melihat semakin banyak jenis revolusi sistem kerja, salah satunya adalah
Gig Economy, sistem kerja yang mengutamakan tenaga kerja bebas dimana
perusahaan akan mempekerjakan karyawan mandiri untuk bekerja dalam waktu
singkat. Menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, sistem kerja Gig
Economy termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan
ketentuannya termasuk dalam undang-undang ketenagakerjaan, namun pada
praktiknya, pelaksanaan PKWT yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja
dan undang-undang ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana hubungan kerja yang terjadi dalam sistem kerja gig economy dan
bagaimana akibat hukum dari terjadinya hubungan kerja tersebut. Mekanisme
dalam mencari bagaimana hubungan kerja dan akibat dari hubungan kerja itu
digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara pengumpulan data dan
mempelajari berdasarkan bahan hukum utama.

Hasil yang diperoleh dari peneltian yang dilakukan yaitu hubungan kerja yang
terjadi dalam fenomena sistem kerja Gig Economy vyaitu hubungan kerja non
standar atau Non-Standard Employment yang menyebutkan bahwa terdapat dua
bentuk hubungan kerja non-standar yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan
Indonesia, yakni hubungan kerja dengan sistem kontrak (PKWT) dan hubungan
kerja outsourcing. Selain itu akibat dari hubungan kerja yang terjadi adalah pemberi
kerja atau perusahaan yang menerapkan hubungan kerja tidak standar di Indonesia
sering mengabaikan peraturan perundang-undangan yang belaku karena belum
adanya tindakan yang tegas dari pemerintah terkait dengan hal itu, sehingga sering
terjadi pelanggaran hak-hak pekerja tidak standar. Beberapa fenomena yang terjadi
bahwa hubungan kerja tidak standar banyak memberikan kerugian bagi pekerja,
dengan demikian bahwa sistem kerja Gig Economy tidak melindungi pekerja
terhadap hak-hak yang harus didapatkan.

Kata kunci : Gig Economy, Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT)



LABOR PROTECTION IN THE WORK
GIG ECONOMY SYSTEM

Octa Ridho Pangestu

Abstract

Indonesia is seeing more and more types of work system revolutions, one of which
is the Gig Economy, a work system that prioritizes free labor where companies will
hire independent employees to work in a short time. According to Indonesian labor
law, the Gig Economy work system is included in a specific time work agreement
(PKWT), and its provisions are included in the labor law, but in practice, the
implementation of PKWT carried out by companies is not in accordance with the
applicable provisions. conditions stipulated in the work agreement and labor law.
This research was conducted to find out how work relationships occur in the gig
economy work system and what are the legal consequences of these work
relationships. The mechanism for finding out how the work relationship and the
consequences of the work relationship is used is the type of normative juridical
research by collecting data and studying it based on the main legal materials.

The results obtained from the research conducted are working relations that occur
in the phenomenon of the Gig Economy work system, namely non-standard
employment relations or Non-Standard Employment which state that there are two
forms of non-standard employment relations known in Indonesian labor law,
namely employment relations with contract system (PKWT) and outsourcing work
relations. In addition, the result of the employment relationship that occurs is that
employers or companies that implement non-standard employment relations in
Indonesia often ignore the applicable laws and regulations because there has been
no firm action from the government regarding this matter, so that violations of
workers' rights often occur. non standard. Some of the phenomena that occur are
that non-standard work relationships cause a lot of harm to workers, thus that the
Gig Economy work system does not protect workers against the rights that must be
obtained.

Keywords : Gig Economy, Employment Relations, Fixed Time Work Agreement

(PKWT)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

IImu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Perkembangan teknologi yang pesat di abad ke-20 telah menyebabkan
gangguan besar-besaran pada berbagai industri dan layanan, terutama dengan
platform digital.! Banyak negara yang sudah mempersiapkan sumber daya
manusianya untuk bersaing di dunia kerja dalam lingkup yang sangat luas.
Perubahan pasar tenaga kerja baru-baru ini, dari peningkatan jumlah individu
yang menjalankan bisnis mereka sendiri hingga terfragmentasinya hubungan
kerja tradisional menjadi pekerjaan intermiten jangka pendek untuk banyak
pihak Gig, telah membawa sejumlah tantangan bagi regulator.?

Di era teknologi yang semakin berkembang ini, dinamika pekerjaan telah
mengalami banyak perubahan. Perkembangan teknologi memicu banyaknya
pekerja yang lebih memilih untuk menjadi pekerja lepas atau freelancer, fenomena
ini dinamakan dengan istilah Gig Economy. Gig Economy adalah kumpulan pasar
yang mencocokkan penyedia dengan konsumen berdasarkan pertunjukan untuk
mendukung perdagangan berdasarkan permintaan. Dalam model dasar, pekerja
pertunjukan mengadakan perjanjian formal dengan perusahaan berdasarkan
permintaan misalnya, Uber, Task Rabbit untuk memberikan layanan kepada
klien perusahaan.® Gig Economy dicirikan oleh fleksibilitasnya yang

memungkinkan individu untuk bekerja secara mandiri untuk pertunjukan atau

! Victory Haris Kusuma Wardhana et al., “Regulatory Developments in the Gig Economy:
A Literature Review,” The Winners 21, no. 2 (2020): 141-53.

2 Abi Adams, Judith Freedman, and Jeremias Prassl, “Rethinking Legal Taxonomies for
the Gig Economy,” Oxford Review of Economic Policy 34, no. 3 (2018): 475-94.

3 Sarah A Donovan, David H Bradley, and Jon O Shimabukuro, “What Does the Gig
Economy Mean for Workers?,” Congressional Research Service: Report, 2016, 1-16.



tugas tertentu yang disediakan oleh organisasi, di mana tidak ada mekanisme
kerja formal yang diamati, melainkan kontrak kerja yang diterapkan. Forum
Ekonomi Dunia mendefinisikan Gig Economy yang berfokus pada partisipasi
tenaga kerja dan peningkatan pendapatan melalui pertunjukan atau tugas, di
mana seorang pekerja dipekerjakan.* Gig Economy telah muncul sebagai tema
utama dalam tinjauan independen baru-baru ini tentang praktik ketenagakerjaan
modern, Meskipun jumlah absolut pekerja dalam Gig Economy masih relatif
kecil, ada kekhawatiran di kalangan publik dan pembuat kebijakan di negara-
negara berpenghasilan tinggi mengenai implikasinya terhadap masa depan
pekerjaan. Misalnya, telah diperdebatkan untuk memecah-mecah pekerjaan,
meningkatkan kasualisasi dan merusak hubungan kerja standar.® Gig Economy
dicirikan oleh fleksibilitasnya yang memungkinkan individu untuk bekerja
secara mandiri untuk pertunjukan atau tugas tertentu yang disediakan oleh
organisasi, di mana tidak ada mekanisme kerja formal yang diamati, melainkan
kontrak kerja yang diterapkan.® Dalam ekonomi baru ini, mereka yang bekerja
di dalamnya melakukan serangkaian 'pertunjukan’, yaitu satu pekerjaan lepas,

untuk menciptakan pendapatan.’

Lahirnya Gig Economy berkaitan besarnya kebutuhan perusahaan akan on-
demand worker alias buruh siap kerja. Subjek pelaksana Gig Economy disebut
dengan Gig Worker atau diartikan sebagai pekerja lepas. Jika melihat polanya maka
bentuk perlindungan hukum berdasarkan ruang-lingkup perilaku pribadi dari
hukum perburuhan mempunyai kaitan erat dengan personengebied (pribadi),

namun perannya telah dibatasi oleh kaidah hukum perburuhan, yang mencakup;

4 Reem AL-Dossary, “Investigating the Feasibility of Applying the Gig Economy
Framework in the Nursing Profession towards the Saudi Arabian Vision 2030,” Informatics in
Medicine Unlocked 30, no. March 2022 (2022): 100921,.

5 Alex J. Wood et al., “Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the
Global Gig Economy,” Work, Employment and Society 33, no. 1 (2019): 56-75,.

6 AL-Dossary, “Investigating the Feasibility of Applying the Gig Economy Framework in
the Nursing Profession towards the Saudi Arabian Vision 2030.”

7 Stephen A. Woodbury (USA) Lauren Appelbaum (USA), Greg Bamber (Australia), Stuart
M. Basefsky, (United States), Daria V. Chernyaeva (Russia), Richard Croucher (United Kingdom),
Maurizio del Conte (ltaly), Tomas Davulis (Lithuania), Tayo Fashoyin (Nigeria), Jozsef Hajdu
(Hungary), et al., “LABOUR STUDIES,” E-Journal of International and Comparative LABOUR
STUDIES 6, no. 2 (2017).



buruh (pekerja) dan Serikat Buruh (pekerja), Majikan (penguasa) dan Organisasi
Penguasa, juga Negara/Penguasa (pemerintah).

Buruh/pekerja merupakan faktor produksi utama bagi suatu perusahaan, dan juga
aset terpenting perusahaan, karena buruh/pekerjalah yang akan menjalankan suatu
kegiatan industri melalui dukungan faktor produksi lain.® Perlindungan pekerja
dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan
meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis
serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.®
Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem
hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat
kepada pihak yang lemah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hukum memberi manfaat terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi
bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat kesejahteraan,
standar pengupahan serta syarat kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan selaras dengan makna keadilan menurut ketentuan Pasal
27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula
ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Setiap orang
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja” ; Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi
memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum
dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi

ketentuan hukum.!

8 Dede Agus, “Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Jurnal LEGALITAS 4, no. 13 (2019): 1-25.

® Iskandar Christian Salasa, “Analisa Tentang Perlindungan Buruh Ditinjau Dari Hukum
Ketenagakerjaan,” Lex Administratum 2, no. 1 (2014): 1-15.

10 Yuliana Y Yuli W, Sulastri, and Dwi Aryanti R, “Implementasi Undang-Undang
Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan
Terbatas (PT),” Jurnal Yuridis 5, no. 2 (2018): 186-209.

11 Djoko Heroe Soewono, “Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,”
Hukum.Unik.Kediri.Ac.Id 3, no. 2 (2019): 1-13.



Fenomena Gig Economy tidak terlepas dari hubungan kerja yang merupakan
hubungan dalam pelaksanaan Kkerja antara dalam suatu perusahaan yang
berlangsung dalam batas batas pakat Tenaga kerja dengan penerjanjian kerja dan
peraturan kerja yang telan bersama dengan terwujudnya hubungan Kkerja itu, maka
baik pengusaha maupun tenaga kerja (buruh) yang bersangkutan, masing- masing
telah terikat oleh isi perjanjian kerja tersebut an masing-masing telah memperoleh
hak, dimana pengusa ha berhak memerintah dan atau menugaskan buruh agar
bekerja dengan giat dan rajin tanpa melampaui batas isi perjanjian itu, dan tenaga
kerja (buruh) berhak upah dan jaminan-jaminan lainnya kepada pengusaha tanpa
melampaui pula batas-batas isi perjanjian tersebut.!? Undang-undang merupakan
salah satu bentuk kebijakan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik untuk
ketenagakerjaan adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tenaga kerja berarti orang yang mampu menghasilkan barang,
tenaga atau jasa untuk kebutuhan pribadi maupun orang lain. Dengan pengertian itu
tenaga kerja berarti tidak hanya meliputi buruh/pekerja, tetapi juga pengusaha. UU
Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal mengenai

tenaga kerja dan juga hubungan industrial.

Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Freelancer atau
Pekerja Harian Lepas dikategorikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) dengan dibuat suatu perjanjian tertulis (kontrak kerja).®® Sesuai dengan
peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan
serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan. Ketika pemerintah mengesahkan UU ini, buruh dan
pengusaha protes karena pasal-pasal yang tertuang di dalamnya. Meskipun berasal
dari serikat buruh, undang-undang ini juga ditentang dari serikat buruh lainnya,
yang menjadi masalah adalah pengesahan terhadap penggunaan penyedia tenaga

kerja PKWT. Sedangkan bagi pengusaha, merasa seperti dibohongi karena upah

12 Najmi Ismail and Moch. Zainuddin, “Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan,” Jurnal
Pekerjaan Sosial 1, no. 3 (2018): 166-82.

13 Diadjeng Famelia Soerjadi, “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Gig Worker
Di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0,”
JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3, no. 3 (2021): 383-402.



pesangon yang disepakati ketika pembahasan berbeda dengan yang ada di dalam
undang-undang. Selama pembahasan berlangsung, yang lebih banyak meminta
pengaturan mengenai outsourcing adalah dari tim kecil sendiri, dengan tujuan untuk
melindungi buruh. Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat
melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Hukum ketenagakerjaan itu adalah suatu himpunan peratuaran yang mengatur
hubungan hukum antara pekerja, majikan atau pengusaha, organisasi pekerja,
organisasi pengusaha, dan pemerintah.}* Hukum ketenagakerjaan dalam memberi
perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek, Pertama, hukum dalam perspektif
ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersifat
otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai
cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian, dan mempunyai nilai manfaat bagi
para pihak dalam proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak semata
mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi
perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat
lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas apapun untuk mewujudkan kesejatraan pekerja dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja
yakni UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan
dibidang ketenagakerjaan.®® Adanya ketimpangan kedudukan buruh dan pemberi
kerja mengharuskan negara aktif melakukan perlindungan hukum melalui
mekanisme peraturan perundang-undangan.'® Tetapi pada prakteknya, UU

Ketenagakerjaan ini memiliki banyak celah, mehingga banyak terjadi pelanggaran

14 Darwin Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk
Mempertahankan hak- haknya), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, 1.

15 Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja
Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon,” Sasi 17, no. 3 (2011): 59.

18 Wijayanti, Asri. “Rekontruksi Hukum Ketenagakerjaan.” (Surabaya, Revka Petra Media,
2016) 20.



terutama pada bidang penggunaan outsourcing dan pekerja kontrak. Bagi
pengusaha, penggunaan sistem kerja tersebut merupakan salah satu cara untuk
menghindari pembayaran pesangon, selain itu juga dapat memotong ongkos
produksi dari segi labor cost. Pada awal pengesahan, pemerintah tampak pro-buruh
karena menaikkan upah pesangon, tetapi pada prakteknya, pemerintah justru
tampak menguntungkan pengusaha.®’

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap freelancer (pekerja harian
lepas) berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan
kewajibannya. Selama ini pihak pengusaha yang mempekerjakan freelancer masih
melihat mereka sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak
dari freelancer sendiri  kurang memahami apa-apa yang menjadi hak dan
kewajibannya. Dengan kata lain, pihak freelancer hanya turut saja terhadap
peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal, dalam suatu hubungan kerjasama
yang baik tidak ada pihak yang lebih dominan atau lebih penting karena baik
pengusaha maupun freelancer sendiri saling membutuhkan. Oleh karena itu, dalam

artikel ini akan dibahas mengenai apa saja yang menjadi hak pekerja freelancer.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap freelancer haruslah sesuai dengan
Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu UU Ketenagakerjaan, Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (UU BPJS). Pekerja harian lepas freelance tidak secara eksplisit disebutkan
dalam UU Ketenagakerjaan, namun jaminan perlindungan hukum terhadap
pekerja/buruh yang termaktub di dalamnya juga berlaku pula untuk freelancer,
termasuk perlindungan terhadap pekerja/buruh yang perlu diperhatikan secara
tersendiri (penyandang disabilitas), larangan untuk mempekerjakan anak, dan hak-

hak istimewa untuk pekerja/buruh perempuan.

Perjanjian kerja harus dalam bentuk tertulis yang memuat sekurang-kurangnya

nama dan alamat pemberi kerja, nama freelancer, jenis pekerjaan yang dilakukan,

7 Yos Johan Utama Pratama Herry Herlambang, “Implementasi Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pola Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan
Perusahaan Berbasis Outsourcing Guna Mencapai Pola Ideal Hubungan Kerja Di Pt. Suksesindo,”
no. 13 (2003): 58-77.



besarnya upah, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak termasuk fasilitas
sebagai tunjangan. Selain itu, salah satu hak yang melekat dalam diri pekerja/buruh,
termasuk dalam hal ini freelancer, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang

sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama.

Apabila merujuk pada UU BPJS, pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa: Pemberi
Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan
Sosial yang diikuti. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja yang
diberikan antara lain berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan/atau
jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal-hal terkait jaminan sosial ini sangat penting
sehingga perlu dicantumkan juga dalam perjanjian kerja. Pemberi kerja selain
penyelenggara Negara apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut dapat
dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) UU
tersebut berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan
publik tertentu antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti

kepemilikan hak tanah dan bangunan.

Melihat yang terjadi sekarang ini yaitu para pekerja lepas atau freelancer jauh dari
kata mendapatkan jaminan dari para pengusaha baik jaminan sosial maupun
jaminan ketenagakerjaan hal ini disebabkan karena tidak adanya perjanjian kerja
terkait jaminan tersebut. Tanpa adanya perjanjian kerja akan menimbulkan
fleksibilitas, dilihat dari perspektif pengusaha maupun pekerja lepas akan ada sisi
positif dan negatif. Melihat aturan ketenagakerjaan ditegaskan adanya fleksibilitas
harus dihindari dikarenakan ada kepastian hukum yang dapat mengadopsi
perubahan ini. UU Ketenagakerjaan, UU SJSN dan UU BPJS sebagai instrumen
hukum yang mengatur kedudukan buruh mampu melindungi suatu perubahan
keadaan dalam masyarakat seiring perubahan. Hal inilah yang membuat penulis
menitikberatkan pada efektivitas dasar Hukum Ketenagakerjaan beserta turunannya
dalam menyikapi Fenomena Gig Economy di dunia ketenagakerjaan Indonesia.
Sehingga dapat melahirkan payung hukum untuk memberi perlindungan kepada

para buruh dalam menghadapi era pekerjaan yang baru ini. Karena itu penulis



tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN BURUH DALAM
SISTEM KERJA GIG ECONOMY”

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana hubungan kerja antara pemberi kerja dan buruh dalam sistem kerja
Gig Economy di Indonesia?

2. Apakah akibat hukum dari hubungan kerja yang terjadi dalam sistem kerja Gig

Economy?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai hak-hak buruh yang sekarang
sudah dapat dikatakan terkikis, apalagi dengan adanya fenomena Gig Economy
yang menitikberatkan bahwa suatu kondisi perekonomian di mana terjadi
pergeseran status tenaga kerja dari yang umumnya adalah pekerja tetap menjadi
pekerja kontrak sementara short-term contract, artinya buruh tidak mendapat

jaminan sosial maupun jaminan ketenagakerjaan secara eksplisit.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan
kerja antara pemberi kerja dan buruh dalam sistem kerja Gig Economy di Indonesia
juga mengetahui apa akibat hukum dari hubungan kerja yang terjadi dalam sistem

kerja Gig Economy bagi pemberi kerja dan buruh.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat untuk
menambah wawasan terkait dengan perlindungan buruh dalam sistem kerja Gig
Economy, bagi pemerintah bisa digunakan sebagai acuan dalam menerapkan

perlindungan bagi buruh yang ada di Indonesia.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Buruh

2.1.1.Pengertian Buruh

Menurut UU Ketenagakerjaan, buruh disamakan dengan pekerja. Hal itu dapat
dibaca seperti tertulis pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
Istilah buruh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang

bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau sama dengan pekerja.

Mengenai buruh itu di dalam KBBI lebih lanjut dibedakan adanya tiga klasifikasi
buruh, yaitu pertama buruh kasar yang berarti buruh yang menggunakan tenaga
fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Kedua buruh
terampil, yaitu buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu, dan ketiga
buruh terlatih, yaitu buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu. Kata
pekerja sendiri dalam KBBI tersebut memiliki dua pengertian. Pengertian pertama
adalah orang yang bekerja dan yang kedua orang yang menerima upah atas hasil

kerjanya; buruh; karyawan.®

Pekerja/buruh berupa orang-orang yang bekerja pada suatu tempat, pekerja tersebut
harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha
(majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya yang kemudian
atas pekerjaannya pekerja tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup
lainnya yang layak. Hal ini didasarkan kerena adanya hubungan kerja antara

pekerja/buruh dengan pengusaha (majikan).

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan

sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja

18 1di Setyo Utomo, “Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia,” The
Winners 6, no. 1 (2005): 83.
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atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan
pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh
karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan
mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang
lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada
kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Buruh

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin di dalam UUD
dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945, memang
merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi ataupun secara bersama
memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi ataupun secara
bersama sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, agama, sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Persamaaan kedudukan tanpa
mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti
semua orang memiliki kebebasan yang sebebas prinsip hak asasi, nhamun tidak
berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebas bebasnya, tanpa
pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat
kebebasan orang lain, di dalam terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak
seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebebas apapun seseorang
menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap sebebas apapun
seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap harus

memperhatikan hak orang lain.*°

A. Hak Buruh
Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus

dijamin, kendati dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh

1 Nurhotia Harahap, “HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA DALAM UNDANG-
UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN,” Jurnal Al-Magasid: Jurnal [lImu-limu
Kesyariahan Dan Keperdataan 6, no. 2 (2020): 159-71.
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perkembangan ekonomi dan sosial-budaya dan masyarakat atau negara di

mana suatu perusahaan beroperasi, diantaranya:

a.

Hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi
manusia. Karena demikian pentingnya Indonesia dengan jelas
mencantumkan, dan menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat
dilihat pada Pasal 27, ayat 2, UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Hak atas upah yang adil. Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau
kompensasi dari hasil kerjanya. Setiap orang berhak untuk memperoleh
upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah
disumbangkannya.

Hak untuk berserikat dan berkumpul. Untuk bisa memperjuangkan
kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui
dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul.

Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dasar dan hak atas
perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas
hidup. Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian integral dari
kebijaksanaan dan operasi suatu perusahaan.

Hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika
seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena
diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu.

Hak untuk diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi
dalam perusahaan apakah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis,
agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun
peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.

Hak atas rahasia pribadi. Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk
mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan,
karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu.

Hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk
melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik: melakukan
korupsi, menggelapkan uang perusahaan, menurunkan standar atau

ramuan
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i. Hak memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja Termuat di dalam pasal 99
UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh dan

keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

B. Kewajiban Buruh
Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur
dalam Pasal 1603 huruf (a), (b), dan huruf (c) KUH Perdata yang menyebutkan
bahwa :
a. Buruh diwajibkan sendiri melakukan pekerjaannya, selain dengan izin si
majikan dalam melakukan pekerjaannya digantikan oleh orang ketiga.
b. Dalam melakukan pekerjaan buruh wajib menaati aturan dan petunjuk
yang diberikan oleh pengusaha.
c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Jika buruh melakukan
perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau
kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar

ganti rugi atau denda tersebut.

2.2. Perjanjian Kerja
2.2.1.Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya,
dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya
dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan
yang umum Yyang dimiliki secara universal oleh segalajenis perjanjian, yaitu
mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek serta obyek yang diperjanjikan,
sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.?’ Perjanjian kerja yang didasarkan
pada pengertian UU Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis
atau lisan; demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak

sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan.?! Idealnya, perjanjian

2 Falentino Tampongangoy, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di
Indonesia,” Lex Privatum 1, no. 1 (2013): 146-58.

2L Abdul Aziz, Aan Handriani, and Herliana Basri, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan,” Surya Kencana Satu 10, no. 01 (2018):
19-36.
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kerja dibuat dalam bentuk tertulis sehingga dapat digunakan sebagai alat bbukti

yang kuat. Namun, menurut pasal 51 UU Ketenagakerjaan dibolehkan perjanjian

kerja dibuat secara lisan dengan alasan sosiologis, karena kondisi masyarakat yang

masih beragam.??

2.2.2. Unsur Perjanjian Kerja

Secara konseptual, perjanjian kerja memiliki unsur sebagai berikut: (a) adanya

pekerjaan (arbeid); (b) di bawah perintah (gezagsverhouding); (c) adanya upah

tertentu (loan); dan dalam waktu (tijd) yang ditentukan.

a.

d.

Pekerjaan (arbeid) sebagai unsur pertama dari suatu perjanjian Kerja
merupakan unsur pokok yang harus jelas jenis pekerjaannya dan bukan
merupakan jenis pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perintah  (gezagsverhouding). Perintah sebagaimana dimaksudkan
merupakan perintah dari pemberi kerja atau pengusaha pada pekerja.
Perintah tersebut merupakan perintah yang tentunya berkaitan dengan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja.

Upah (loan) sebagai unsur ketiga merupakan hak dari pekerja yang telah
melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diberikan oleh pemberi kerja
atau pengusaha. Pengaturan upah pada UU Ketenagakerjaan menyebutkan
bahwasanya pemberi kerja atau pengusaha wajib untuk membayarkan upah
pada pekerja dan merupakan kewajiban utama dari pemberi kerja atau
pengusaha pada pekerja.

Waktu (tijd) yang ditentukan sebagai unsur tambahan dalam suatu
perjanjian kerja merupakan waktu yang disepakati oleh pemberi kerja atau

pengusaha dengan pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan.?

22 Wahyu Sasongko, Mengenal Tata Hukum Indonesia, (Bandar Lampung: Unversitas

Lampung, 2012). HIm 51.

2 Ayunita Nur Rohanawati and Dian Agung Wicaksono, “Kesetaraan Dalam Perjanjian

Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusl,” Yudisial 11, no. 3 (2018):
267-89.
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2.2.3. Syarat Perjanjian Kerja

Dalam kaitan syarat sahnya suatu perjanjian, Asser menyatakan ahwa perjanjian
terdiri atas dua bagian yaitu bagian inti (wezenlijk oordeel) disebut essesialia,
merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau
menyeakan perjanjian itu tercipta (constructive oordeel), seperti perjanjian antara
para pihak dan ojek perjanjian.2* Syarat sahnya perjanjian secara umum
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata berlaku juga
untuk sahnya suatu perjanjian kerja. Isi perjanjian kerja adalah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan.
Dapat kita lihat pada Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, yaitu: (1) Perjanjian kerja
dibuat atas dasar:

a. Kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan pihak- pihak yang mengadakan
perjanjian kerja mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Pihak pekerja menerima
pekerjaan yang ditawarkan oleh pengusaha, begitu juga pengusaha menerima
pekerja untuk dipekerjakan.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kedua belah pihak
dalam perjanjian kerja yaitu pihak pekerja dengan pihak pengusaha cakap
dalam membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan
batasan umur dalam membuat perjanjian adalah minimal berusia 18 Tahun
selain itu seseorang dikatakan cakap dalam membuat perjanjian jika tidak
terganggu jiwanya atau waras.

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan disini merupakan obyek
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, yang akibat hukumnya
melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pekerjaan
sebagai obyek dalam perjanjian kerja harus halal, di dalam suatu perjanjian

kerja jenis pekerjaan merupakan hal yang harus jelas disebutkan.?

24| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta, Sinar Grafika: 2018), him. 60

% Niru Anita Sinaga, “Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan
Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan,” llmiah Hukum Dirgantara 7, no. 2
(2017): 30-45.
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2.2.4. Jenis Perjanjian Kerja

Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat untuk

waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Dalam Pasal 56 ayat (2) UU

Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan

atas jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu.

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) diatur untuk memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja, dengan dasar pertimbangan agar tidak terjadi
dimana pengangkatan tenaga kerja dilakukan melalui perjanjian dalam
bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang sifatnya
terus-menerus atau merupakan pekerjaan tetap/permanen suatu badan usaha.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021)
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. menyatakan;
“Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu”.?® Pasal
59 ayat 1 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 menetapkan kategori
pekerjaan untuk PKWT sebagai berikut :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) Tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajakan?’

% Tampongangoy, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia.”
21 “Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan,”
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2. Perjanjiann Kerja Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yaitu: Perjanjian kerja

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja

tetap. Dalam pasa 60 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa
percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang
berlaku.?®

2.3. Perlindungan Hukum
2.3.1.Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung hal (perbuatan dan sebagainya).
Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan
perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh
pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara),
hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak
dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.?® Penegakan hukum tidak hanya diartikan
sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.3

Perlindungan hukum memuat pengertian dari beberapa ahli yaitu :

Menurut Satjipto Raharjo yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.3!

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu
dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma

2 “Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.”

29 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), him. 265.

30 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 52

31 Qurani Dewi Kusumawardani, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap
Konten Web Umpan Klik Di Media Online,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019):
11.
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dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan

hidup antar sesama manusia.>?

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak
sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman
sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.3?

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan
dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hakhak

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.3

2.3.2. Perlindungan Terhadap Hak-hak Buruh

Menurut Imam Soepomo perlindungan terhadap pekerja/buruh terbagi menjadi 3
bagian yaitu: Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam
bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di
luar kehendaknya; Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam
bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak
untuk berorganisasi dan Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam

bentuk keamanan dan keselamatan kerja.*

Perlindungan Ekonomis terkadang disebut sebagai Jaminan Sosial yang merupakan
perlindungan terhadap pekerja/buruh terkait penghasilannya. Perlindungan ini
meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup
bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Termasuk perlindungan pekerja
bila bekerja diluar kehendaknya. Sehubungan dengan perlindungan terkait
penghasilan, maka yang menjadi dasar permasalahannya adalah mengenai imbalan
kerja yang didapatkan oleh pekerja yang diistilahkan dengan upah. Menurut Pasal
1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan

%2 ibid

% ibid

% ibid

% Niru Anita Sinaga and Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam
Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” llmiah Hukum Dirgantara 4, no. 13 (2003): 56-70.
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dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan, bentuk kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UU

Ketenagakerjaan meliputi:

a. Upah minimum;

b. Upah kerja lembur;

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. Upah tidak masuk kerja melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. Bentuk dan cara pembayaran upabh;

g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

h. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;

i.  Upah untuk pembayaran pesangon;
j.  Upah untuk perlindungan pajak penghasilan3®

Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja dimuat bersamaan
dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap
pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan
dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Adapun Kesehatan kerja
didefinisikan sebagai setiap usaha dan upaya maupun aturan yang bertujuan untuk
melindungi pekerja dari tindakan-tindakan maupun kondisi yang dapat
mengganggu kesehatan fisik, psikis dan (melanggar norma) kesusilaan dalam suatu

hubungan kerja.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya
penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan

pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

3 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
h. 108-109.
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Pemeliharaan kesehatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas
tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan
upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena upaya penyembuhan
memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada
perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan

masyara- kat melalui program jaminan sosial tenaga kerja.>’

2.4. Gig Economy

Perkembangan teknologi yang pesat di abad ke-20 telah menyebabkan gangguan
besar-besaran pada berbagai industri dan layanan, terutama dengan platform digital.
Munculnya media digital menciptakan bidang baru dalam perusahaan yang inovatif
untuk mengembangkan model pasar baru. Transaksi antara penawaran dan
permintaan dimediasi oleh platform digital peer-to-peer. Model bisnis baru ini
terdiri dari pasar dua sisi yang dimediasi oleh platform online yang memungkinkan
tugas berbayar atau barang sewaan dilakukan oleh kontraktor independen dan
disebut “Gig Economy”. Gig Economy juga tumpang tindih dengan konsep lain,
seperti ekonomi berbagi, ekonomi kolaboratif, dan ekonomi platform.3®

Gig Economy, merupakan frasa baru yang mengemuka bersamaan dengan semakin
banyaknya generasi digital yang tidak bisa lepas dari menggunakan inovasi dan
teknologi dari perangkat genggam mereka. Setiap kegiatan mereka dilakukan dari
genggaman mulai dari belanja, makan, jalan-jalan, hingga mengikuti gaya hidup.
Gaya hidup generasi milenial dipadukan dengan kemudahan secara digital

menciptakan pola pekerjaan yang belum pernah ada.

Gig Economy adalah suatu sistem pasar tenaga kerja bebas yang mana perusahaan
akan mengontrak karyawan independen untuk bekerja dalam jangka waktu yang
singkat. Keadaan ini disebut dengan Gig Economy atau ekonomi gig, karena
kata gig di dalamnya memiliki arti manggung. Selain itu, Gig juga memiliki arti

pekerjaan untuk periode waktu tertentu. Contoh sederhana dari ekonomi

37 Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (2021): 69-78.
% Wardhana et al., “Regulatory Developments in the Gig Economy: A Literature Review.”



20

gig adalah freelancer, kontraktor independen, pekerja berbasis proyek, dan lain
sebagainya.

Di Indonesia, perkembangan Gig Economy pun telah berkembang dengan pesat.
Hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan berbagai platform seperti Gojek
dan Grab. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa animo masyarakat akan
kehadiran berbagai platform ini sangat tinggi karena banyaknya orang yang
melamar kerja di berbagai platform tersebut. Selain melalui berbagai aplikasi ojek
online, perkembangan Gig Economy di Indonesia pun terjadi karena semakin
berkembangnya situs freelancer, seperti sribulancer, fastworks, project.co.id, dan

lain sebagainya.

Gig Economy mulai menguat pada Tahun 2015 hingga 2019. Pemikir yang lebih
kritis kemudian cenderung mengkaitkan Gig Economy dengan eksploitasi kerja dan
kontrol kerja berbasis jaringan. Meskipun tidak bisa lepas dari perilaku generasi
milenial, penelitian oleh Cook et al meneliti tentang peran angkatan kerja pasca
produktif dengan fenomena Gig Economy. Penelitian ini menghasilkan temuan
bahwa tenaga kerja yang lebih tua yang berpartisipasi dalam perekonomian gig
cenderung mendapat bayaran lebih rendah daripada tenaga kerja yang usianya
produktif. Prospek Gig Economy ini masih akan berkembang ke depannya karena

nilainya yang terus meroket.*

Pola Gig Economy memiliki beberapa ciri, yakni dipecah-pecahnya pekerjaan
berdasarkan unit pekerjaan sehingga melahirkan “fragmentasi pekerjaan”. Tipe
ekonomi ini ditopang oleh para pekerja lepas tanpa kewajiban bagi pemberi kerja
untuk memberikan jaminan-jaminan sebagaimana dipahami dalam konsep kerja
yang klasik dan diikat oleh derajat fleksibilitas tenaga kerja yang tinggi.
Fleksibilitas ini sesungguhnya juga memiliki sisi baik bagi pekerja. Dari sisi
pekerja, fleksibilitas memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan pekerjaannya

kapan saja dan di mana saja. Sisi negatifnya, ia menghasilkan ketidakpastian dan

% Renny Puspitarini Abdul Basit, “Persoalan Struktural Ekonomi Gig: Studi Kasus Start-
Up Bisnis Transportasi Daring Di Indonesia,” Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6,
no. 2 (2020): 4327-36.
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kerentanan pekerjaan. Fleksibilitas menguntungkan perusahaan karena dapat
mendorong efisiensi dan tetap menjaga perputaran roda ekonomi. Perusahaan
dengan dukungan negara dapat mendiversifikasi aturan dan menyesuaikan diri
dengan kebutuhan pasar. Dalam konteks di Indonesia yang saat ini mengalami
bonus demografi kondisi dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih banyak
dibandingkan dengan penduduk berusia non-produktif menghasilkan over supply
tenaga kerja muda. Hasilnya, pekerja tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk
menawar agar mendapatkan upah layak. Selain itu, biaya operasional atau biaya
penunjang lain, seperti uang pulsa bagi online freelancer atau biaya servis dan nilai
depresiasi kendaraan bagi ojek online, ditanggung oleh pekerja itu sendiri.
Otomatis, hal ini semakin mengurangi nominal upah yang diperoleh. Sebagaimana
disebut di atas, Gig Economy ditandai dengan upah di bawah standar minimal yang
besarannya bergantung kepada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.
Pekerja juga sangat minim proteksi, berbeda dengan jenis pekerjaan konvensional

yang umumnya menyertakan perlindungan atau jaminan sosial bagi pekerja.

Salah satu hal yang sangat menjual dari konsep Gig Economy adalah fleksibilitas
jam kerja bagi para pekerjanya. Gig Economy barangkali tidak mengenal konsep
jam kerja 9-5. Sebagai gantinya, freelancer umumnya memiliki kebebasan untuk
bekerja kapan saja dan seberapa pun lamanya. Namun, kebebasan ini tidak serta-
merta membuat pekerja lebih sejahtera. Justru pekerja menjadi terdesak untuk dapat
bekerja selama mungkin untuk memperoleh pendapatan yang cukup. Lebih-lebih
untuk jenis pekerjaan berbasis algoritma dan teknologi, pekerja semakin tidak
memiliki otonomi untuk menolak tawaran pekerjaan yang datang karena hal ini
mendatangkan konsekuensi tertentu di masa depan, misalnya pekerja dieksklusi

untuk tawaran pekerjaan selanjutnya.*

40 Kalangan Tenaga and Kerja Terdidik, “Mahasiswa Dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja
Lepas (Freelancer) Di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik,” Jurnal PolGov 3, no. 1 (2021): 195-234.
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3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif yuridis.

Pendekatan normatif yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan

bahan hukum utama dengan cara meneelah peraturan perundang-undangan, teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta sumber lainyang erat kaitannya dengan

permasalahan yang diteliti.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak

langsung, artinya sumber data yang diperoleh tidak secara langsung diperoleh dari

lapangan, melainkan dari referensi ataupun kepustakaan yang ada. Referensi atau

kepustakaan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan atau referensi yang memiliki

kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai berikut :

a.
b.

C.

o

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial
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f. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
h. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Pensiun
i. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
j. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja.
k. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan atau referensi literasi yang
memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini referensi yang
terkait yaitu buku-buku tentang hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana,
jurnal, artikel, majalah, bulletin serta hasil penelitian terkait dengan
permasalahan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan sebagai faktor penguat dari bahan primer dan skunder, seperti

kamus hukum dan kamus bahasa

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dalam pengumpulan data yang dilkakukan dalam penelitian ini adalah
dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan merupakan
pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai
sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu

mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventariasi data yang
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sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literature dan undang-undang

yang berhubungan dengan materi penelitian.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga
dapat digunakan untuk menganalis permasalahan yang diteliti data yang telah
terkumpul, diolah melalui penngolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh akan diperiksa untuk
mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-
kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang
dibahas.

2) Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah
ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

3) Penyusunan Data, merupakan prosedur penempatan data pada pokok
bahasan masing-masing sesuai dengan sistematik, sehingga dapat

dipermudah untuk dianalisis scara lebih lanjut.

3.4. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis
data memberikan arti dan makna dalam uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan
sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan mengenai Perlindungan Buruh
Dalam Sistem Kerja Gig Economy.



BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Hubungan kerja yang terjadi dalam fenomena sistem kerja Gig Economy
yaitu hubungan kerja non standar atau Non-Standard Employment..
Berdasar penelusuran normatif yang dilakukan terdapat dua bentuk
hubungan kerja non-standar yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan
Indonesia, yakni hubungan kerja dengan sistem kontrak (PKWT) dan
hubungan kerja outsourcing. Dua jenis hubungan kerja ini, meskipun
sifathnya non-standar, telah diatur dengan cukup jelas dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun aturan
turunannya. Sedangkan, dua bentuk hubungan kerja non-standar lain, yakni
hubungan kerja parttime atau on-call dan disguised employment
relationship  belum  ditemukan pengaturannya dalam  hukum

ketenagakerjaan Indonesia.

2. Akibat dari hubungan kerja non standar itulah perusahaan-perusahan yang
menerapkan hubungan kerja tidak standar di Indonesia sering mengabaikan
peraturan perundang-undangan yang belaku sehingga sering terjadi
pelanggaran hak-hak pekerja tidak standar. Beberapa fenomena yang terjadi
bahwa hubungan kerja tidak standar banyak memberikan kerugian bagi
pekerja, namun terdapat juga negara yang berhasil menerapkan dengan
memotivasi karyawan dan mendapatkan kesuksesan. Sebagian besar tenaga
kerja tidak standar bekerja di posisi yang memiliki keterampilan rendah dan
tanpa jenjang Kkarir serta pekerja tidak standar dapat merugikan
pengembangan sumber daya manusia baik bagi perusahaan ataupun Kklien.
Masih banyak pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah

menempati posisi tersebut dan diupah lebih rendah dari upah minimum.
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5.2. Saran

Melihat dari praktik yang terjadi maka perlu dilakukan tindakan nyata bagaimana
kebijakan dan peraturan pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan-
perusahaan yang menerapkan hubungan kerja tidak standar dalam melindungi

pekerja serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik.
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